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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraianopada bab-bab sebelumnya, makaodalam penelitian 

ini dapat ditarik beberapa kesimpulanosebagai berikut: 

1. Pengaturan Tanggung JawaboSosial dan Lingkungan Perusahaan di 

Indonesia tersebar dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku di 

Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

PenanamanoModal danoUndang-UndangoNomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, terdapat perbedaanopengaturan mengenai Corporate 

Social Responsibility. Adanya perbedaan pengaturan Tanggung Jawab 

SosialodanoLingkungan Perusahaan disebabkan karena ada perbedaan 

konsep TanggungoJawaboSosial dan Lingkungan Perusahaan dalam 

Undang-Undang yang mengaturomengenaiohal tersebut. Pada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan 

bahwa TanggungoJawaboSosial dan Lingkungan Perusahaan menjadi 

tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan. Sedangkan dalam 

Undang-Undang Nomoro40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

Tanggung JawaboSosialodan Lingkungan Perusahaan lebih dimaknai 

sebagai komitmenoperseroan, sehingga lebih kepada sikap moral daripada 

kewajiban hukum. 

2. Politik hukum pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan bertujuan agar mampu mengakomodasi hak-hak para pihak 

dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. 
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Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di 

Indonesia masih tersebar dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku di 

Indonesia dan belum ada harmonisasi antara peraturan yang satu dengan 

lainnya. Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di 

Indonesia harus dikembangkan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang 

ada saat ini. Pembaharuan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan dapat dilakukan dengan dengan mempertimbangkan sistem 

hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini akan 

memungkinkan terciptanya kepastian hukum dan memberikan keadilan 

bagi para pihak dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan. 

B. SARAN 

 Berdasarkan keseluruhan penulisan tesis ini, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

Pertama, pada saat ini pengaturanomengenaioTanggung Jawab Sosial 

danoLingkungan Perusahaanomasih tersebar di berbagaioUndang-Undang 

yang ada di Indonesia. Mengingat pentingnya pengaturan hukum mengenai 

Tanggung JawaboSosial danoLingkungan Perusahaan, makaoperlu dibentuk 

suatu Undang-Undang yang bersifat khusus (lex specialis) untuk mengatur 

mengenai Tanggung JawaboSosialodan Lingkungan Perusahaan. Undang-

Undang mengenai TanggungoJawaboSosial dan Lingkungan Perusahaan ini 

penting dibuat agar dapat meminimalisir kerancuan dan ketidakjelasan aturan 
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Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bagi perusahaan sebagai 

pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.  

Kedua, bagi pemerintah khususnya pembentuk undang-undang dalam 

menyusun peraturan khusus (lex specialis) mengenai TanggungoJawaboSosial 

dan Lingkungan Perusahaan, dilakukan dengan mengkaji politik hukum 

pengaturan TanggungoJawaboSosial dan Lingkungan Perusahaan ke depan, 

agar mampu mengakomodasi hak-hak para pihak dalamopelaksanaan 

Tanggung JawaboSosialodan LingkunganoPerusahaan. Hal ini bertujuan agar 

diperoleh aturan yang jelas dan mendasari mengenai Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia, sehingga tidak ada tumpang tindih 

pengaturan mengenai TanggungoJawaboSosial dan Lingkungan Perusahaan, 

serta dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. 

Perumusan dapat dilakukan dengan merevisi pengaturan TanggungoJawab 

Sosial dan LingkunganoPerusahaan yang tersebar dalam berbagai Undang-

Undang atau memformulasiopengaturan mengenaioTanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan Perusahaanodengan mempertimbangkan sistem hukum dan 

asas-asasohukum yang berlaku. Selain itu, rumusan unsur-unsur pasalnya 

harus jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan yang sudah 

ada. Adanya peraturan yang jelas, diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan 

kepastian hukum bagi para pihak, yakni perusahaan, pemerintah, dan 

masyarakat. 
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